BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT

Menimbang

Mengingat

KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan
kesehatan secara baik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah
telah menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UP’ﬁD)
Puskesmas di Kabupaten Wonogiri sebagai Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD); '

bahwa untuk kelancaran serta tertibnya manajemen maupun
administrasi pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Wonogiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di

Kabupaten Wonogiri;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

42); |
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2063
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OJ20
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistém
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang—Unda:'ng
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciﬁ)ta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Norﬁor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembara‘n
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaha‘n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintéh
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaa}n
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembarg‘m

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); J
\
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Pedoman manajemen Puskesmas (Berita Negara Repubiik
Tahun 2016 Nomor 1423);

\
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Tahun 20§17
Nomor 451); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Tahpn
2018 Nomor 1213); |

[
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Tahun
\
2019 Nomor 1335);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wondgiri

Tahun 2016 Nomor 13); |
|

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Wono‘giri
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 92);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupajten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terahir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nor‘nor
66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan,



Menetapkan

Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2019 Nomor 66);

14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 125 Tahun 2021 tentax‘lg
Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupatén
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 125); |

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATE1)N
WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM |

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenmgm
daerah otonom. |

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupa*en
Wonogiri. |

5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupa{en
Wonogiri. |

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UP%TD
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas atau Badan. |

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dise{)ut

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
[
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menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencaﬂaj
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang. |
UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas
Kesehatan selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguba
barang. ‘
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dising]%at
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanén
teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyaraléat
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangén
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangian
daerah pada umumnya.
BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang tel‘ah
menerapkan BLUD. ‘
Dewan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutﬂya
disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UP’i‘D
Puskesmas. ‘
Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah
perangkat BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan
pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membaqtu
pimpinan BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan soslial

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dengan

sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkjan
layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

\
kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan funési
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka  pemberian layanan yang  bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
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\
dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan di

UPTD Puskesmas.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPﬁD
Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD UPTD
Puskesmas. ‘
Rencana Kerja dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yal‘lg
selanjutnya disebut RKA-BLUD UPTD Puskesmas adalgh
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan UPTD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang
selanjutnya disebut DPA-BLUD UPTD Puskesmas adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayae:m
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. :
Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM
adalah setiap kegiatan untuk memelihara d‘gn
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulal?gi
timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga,
kelompok, dan masyarakat. ‘
Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut Uf(P
adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatjan
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatén,
pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaé.n
akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukki'm
tugas, tanggung jawab, kewenangan dan hak seseorang pegawai
dalam suatu satuan unit Kkerja/organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. |
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaljhh
setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat terten{u,
diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabat‘an
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah setiap Warga Negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian
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kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

25. Staf Medis adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja
purna waktu maupun paruh waktu di BLUD UPTD
Puskesmas.

26. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya
kesehatan terdiri dari rawat jalan, rawat inap, gawat darurat,
kamar bersalin, laboratorium, apotik dan lain-lain.

27. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh
Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan

dalam suatu sistem.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman
pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi pengurusan Kkeuangan

sehingga terjalin kinerja yang sinergis.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

1. sebagai pedoman penatausahaan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan PPK-BLUD serta konsolidasi
dalam pengelolaan keuangan daerah; dan

2. sebagai sarana pengawasan dan pengendalian pengelolaan

pendapatan dan biaya;

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA UPTD PUSKESMAS

Pasal 4
Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas pada Peraturan
Bupati ini terdiri dari:
a. BAB | PENDAHULUAN;
b. BAB Il STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BLUD;
c. BAB Ill PERENCANAAN BLUD;
d. BAB IV PENGANGGARAN BLUD;
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e. BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KAS
BLUD;

f. BAB VI PENATAUSAHAAN PENDAPATNA, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN BLUD; |

BAB VIl PEMAHAMAN AKUN-AKUN RENCANA; dan

h. BAB VIII PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD |

|

\

®

Pasal 5
Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas sebagaima.La
dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BupatiJ
|
BAB IV \
PENUTUP |

|
Pasal 6 ’
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga’m

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daer:
Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2021

UPATI WONOGIRI, %
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pada tanggal 27 Desember 2021 \/"/
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BERITADAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 127 |
|
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